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Pengertian Karya Tulis Ilmiah 
 H. Endang Danial AR., (2001:4) bahwa karya ilmiah adalah berbagai 

macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan 
menggunakan tata cara ilmiah. Tata cara ilmiah adalah suatu sistem 
penulisan yang didasarkan pada sistem, masalah, tujuan, teori dan data 
untuk memberikan alternatif pemecahan masalah tertentu. 

 Djuroto dan Bambang (2003:12-13) bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu 
tulisan yang membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan 
berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat 
dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium ataupun 
kajian pustaka. Maka dalam memaparkan dan menganalisis datanya harus 
berdasarkan pemikiran ilmiah. 

 Pemikiran ilmiah adalah pemikiran yang logis dan empiris. Logis artinya 
masuk akal, sedangkan empiris adalah dibahas secara mendalam, 
berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan (dapat dibuktikan). 

 Disimpulkan Pengertian KTI, merupakan karya tulis yang menyajikan 
gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan 
secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta 
didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. 



Fungsi Jurnal Ilmiah 
1. Registrasi (merupakan urutan prosedur 

administrasi yang wajib dijalani) kegiatan 
kecendekiaan seseorang; 

2. Sertifikasi (penetapan yang diberikan oleh suatu 
organisasi profesional) kepada hasil kegiatan 
kecendekiaan yang memenuhi persyaratan 
ilmiah minimum; 

3. Diseminasi (kegiatan) secara meluas karya 
kecendekiaan itu kepada khalayak ramai; dan 

4. Pengarsipan atas semua temuan hasil kegiatan 
kecendekiaan. 



Manfaat Jurnal 
1. Menunjukkan keahlian pada suatu bidang ilmu 

tertentu; 
2. Karya ilmiah akan bermanfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi ilmu pengetahuan dan 
kemanusiaan, melalui publikasi karya ilmiah; 

3. Publikasi karya ilmiah merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban keilmuan; 

4. Publikasi karya ilmiah mendidik seseorang untuk 
selalu jujur dan senantiasa menjunjung tinggi moral 
dan etika keilmuan; dan 

5. Menghindari adanya duplikasi atau plagiat dari 
orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 



Kerangka Penulisan 
Jurnal Ilmiah  

1. Judul; 
2. Nama Penulis, Institusi dan Email; 
3. Abstrak dan Kata Kunci; 
4. Isi Naskah; 

a. Latar Belakang 
b. Metode Penelitian 
c. Hasil Penelitian dan Anasilis 
d. Simpulan dan Saran 

5. Daftar Pustaka; dan 
6. Lampiran: 

a. Daftar Riwayat Hidup Penulis 
b. Surat Pernyataan Bebas dari Plagiat 



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 
untuk Membuat Judul 

1. Judul dapat memberikan gambaran adanya 
alasan yang menarik untuk dianalisis; 

2. Judul dapat memberikan gambaran tentang 
persoalan yang akan dianalisis; 

3. Judul dapat memberikan gambaran adanya hal 
penting yang bermanfaat untuk dianalisis, baik 
secara teoritis maupun praktis;  

4. Menggunakan kalimat efektif sesuai kaedah 
dalam Bahasa Indonesia; dan 

5. Tidak merupakan duplikasi dari hasil penelitian 
orang lain terdahulu; 



Kriteria kalimat efektif 
dalam Judul: 

a. Mudah dipahami oleh pembaca; 
b. Tidak memberi peluang bagi terjadinya 

kesalahan dalam penafsiran; 
c. Dapat menyampaikan pemikiran kepada 

pembaca dengan tepat; dan 
d. Jelas dan ringkas (tidak bertele-tele) 
e. Sistematis 



Contoh judul yang dapat menimbulkan 
kesalahan dalam menafsirkan 

“Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
oleh Aparat Kepolisian pada Polres Medan” 
 
Judul seperti ini dapat menimbulkan kesalahan 
penafsiran si pembaca, seperti: 
1. Apakah penanganannya yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian, atau 
2. Apakah tindak pidananya yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian 



Hindari penggunaan kata “analisis”  
di awal judul penelitian 

• Anilis Hukum terhadap Putusan Bebas pada Tindak 
Pidana ……. 

• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pidana …….. 
 
 
 

Judul tidak perlu menggunakan kata 
analisis, karena hasil penelitian memang 
harus dianalis, sehingga tidak ada kata yang 
mubazir dalam judul 



Hindari judul yang menggunakan istilah asing, apabila 
ada istilah baku dalam bahasa Indonesia 

 
Contoh: 

 
Penanganan Tindak Pidana Trafficking …… 

 
Seharusnya: 

 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang …… 



JUDUL HARUS TERDIRI DARI MINIMAL  
2 VARIABEL 

Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
di Polres Medan (hanya 1 variabel) 
 
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dalam Proses 
Penyidikan di Polres Medan (ada 2 varibel) 
 
 

Perhatikan kalimat yang digarisbawahi 



Judul tidak lebih dari 15 (lima belas) karakter 
kata dan dibuat dalam 1 (satu) spasi 

Contoh: 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh 

Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Medan 
dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 

(ada 19 karakter kata: terlalu panjang) 
 

Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dalam Proses Penyidikan pada Unit PPA 

Satreskrim Polres Medan 
(15 karakter kata) 



Apabila penelitian dilaksanakan pada daerah, tempat 
atau instansi tertentu, maka daerah, tempat atau 
instansi yang bersangkutan harus tergambarkan 
secara jelas: 

Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dalam Proses Penyidikan di Polres Medan 

(Judul seperti ini belum menunjukkan kejelasan, karena 
di Polres Medan ada beberapa Kesatuan, misalnya 

Satnarkoba, Satlantas, dan lain-lain) 
 

Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dalam Proses Penyidikan pada Unit PPA 

Satreskrim Polres Medan 
 



Hindari penulisan judul yang menunjukkan 
wilayah (tempat) penelitian terlalu luas, 
padahal data diambil hanya untuk wilayah 
(tempat) yang kecil: 

Fungsi CCTV di Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan 
Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalulintas 

di Sumatera Utara 
 
 
 

Judul seperti ini menjadi tidak tepat 
apabila data yang diambil hanya di 

Kota Medan 



Judul tidak boleh terkesan sebagai jawaban 
terhadap masalah yang diteliti 

Contoh: 
Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa 

Ketenagakerjaan yang Berkeadilan 
 

Seharusnya: 
Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui 

Mediasi dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan 



Hindari penggunaan kalimat aktif 

Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan 
Melalui Mediasi dalam Upaya Mewujudkan 

Supremasi Hukum Berkeadilan 
 

Lebih baik: 
 

Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan 
Melalui Mediasi dalam Upaya Penegakan 

Supremasi Hukum Berkeadilan 
 

 



Hindari penggandaan kata dalam judul 

Contoh: 
 

Perlindungan Korban Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 
 

Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam 
Pembuatan Akta Notaris yang Menimbulkan 

Sengketa Hukum 
 



Hindari penggunaan kata yang 
menunjukkan bahwa hasil penelitian 

harus diukur secara kuantitatif 

Contohnya:  “Hubungan”, “Korelasi”, “Efektifitas”, 
“Implikasi”, “Pengaruh”, “Dampak”, dan 
lain-lain 

 
Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Hukum pada Remaja 

terhadap Peningkatan Disiplin Berlalulintas di Jalan Raya 
 

Peningkatan Disiplin Berlalulintas di Jalan Raya Melalui 
Penyuluhan Hukum bagi Remaja 



Pembuatan nama penulis jurnal 
Nama penulis dibuat dibawah judul 

 
 

Apabila ditulis sendiri: 
 

Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Mediasi  
dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum Berkeadilan 

 

Arnita Suhendri 
 
 
 

 



Pembuatan nama institusi dan email 

Institusi dan email dibuat setelah nama penulis, dan apabila ada 2 (dua) 
penulis, maka yang dibuat hanya institusi dan email penulis pertama 
(mahasiswa) 
 

Contoh: 
 

Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Mediasi dalam Upaya 
Penegakan Supremasi Hukum Berkeadilan 

 
Anita Suhendri 

Tengku Erwinsyahbana 
 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 
Email: anita.s87@gmail.com 



Pembuatan Abstrak: 

1. Abstrak dibuat setelah email penulis; 
2. Abstrak hanya dibuat dalam 1 paragraf; 
3. Jumlah karakter kata dalam abstrak tidak lebih 

dari (mis. 150-200 kata); 
4. Ditulis dengan jarak 1 spasi; dan 
5. Abtrak memberikan gambaran ringkas tentang 

isi karya ilmiah yang dibuat, antara lain 
memuat latar belakang, tujuan, metode 
penelitian dan simpulan 



Contoh Pembuatan abstrak 

Fungsi CCTV di Jalan Raya dalam Upaya Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat 
Berlalulintas di Kota Medan 

 

Anita Suhendri 
 

Kasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Provinsi Sumatera Utara 

Email: anita.s87@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 menentukan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan 
diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, 
sehingga salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Medan adalah memasang CCTV di 
beberapa persimpangan jalan, tetapi faktanya masih banyak masyarakat pengguna kendaraan 
yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui fungsi CCTV tehadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat 
Kota Medan dalam berlalulintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan 
sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang diambil adalah data primer dan data skunder, 
sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, 
sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Medan dalam berlalulintas, karena terhadap  
pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV tidak dapat diberikan sanksi, sebab rekaman CCTV 
tidak dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas.  

 
 
 



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
penulisan kata kunci: 

1. Kata kunci dibuat setelah isi abstrak 
2. Tidak merupakan kata kerja; 
3. Memberikan gambaran terhadap bagian dari variabel penelitian 

atau kata yang sering muncul dalam isi naskah; dan 
4. Maksimum terdiri dari 3-5 kata 
 

Contoh: 
 

Fungsi CCTV di Jalan Raya dalam Upaya Peningkatkan Kesadaran 
Hukum Masyarakat Berlalulintas di Kota Medan 
 
Kata Kunci: CCTV, Jalan Raya, Kesadaran Hukum, Lalulintas 



Isi Naskah 

A. Latar Belakang  
B. Metode Penelitian 
C. Hasil Penelitian dan Analisis 
D. Simpulan dan Saran 



Hal-hal yang diperhatikan dan dimuat 
dalam Latar belakang: 

1. Gambaran tentang das sollen; 
2. Gambaran tentang das sein; 
3. Tujuan dilakukannya penelitian; dan 
4. Maksimum halaman (mis.. mak 2 halaman) 



Contoh Latar Belakang 
Pada tahun 2009, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ). 
……………………………………………………………….. dst. 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. Dst. 

Berdasarkan Pasal 3 UULLAJ ditentukan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan 
diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya 
bangsa, sehingga salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah 
memasang CCTV di beberapa persimpangan jalan. .............................……………………. 
………………………………………………………… dst. 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. Dst. 

 Adanya ketentuan Pasal 3 UULLAJ, yang ditindaklanjuti Pemerintah Kota 
Medan dengan pemasangan CCTV di jalan raya, diharapkan dapat 
menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam 
berlalulintas, tetapi faktanya masih banyak masyarakat pengguna kendaraan yang 
melanggar rambu-rambu lalu lintas. ……….……………………………………….. dst. 

Fakta seperti yang diuraikan di atas menarik untuk diteliti, guna mengetahui 
fungsi CCTV dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Medan dalam 
berlalulintas. 

.  
 



Hal-hal yang diuraikan dalam metode 
penelitian: 
1. Jenis penelitian (normatif atau empiris); 
2. Sifat penelitian (eksplonatoris, atau deskriptif, atau 

eksplanatoris); 
3. Sumber data (data kewahyuan dan/atau data sekunder 

dan/atau data primer); 
4. Metode pengumpulan data (Library research (penelitian 

kepustakaan) dan/atau studi dokumen dan/atau 
observasi, dan/atau angket, dan/atau wawancara); serta 

5. Metode analisis (kualitatif atau kuantitatif) 
 
Penting untuk diperhatikan bahwa jika 
jenis penelitiannya adalah empiris, maka 
dalam metode penelitian harus dimuat 
lokasi, populasi dan sampel penelitian 



Hasil penelitian dan analisis, memuat 
hal-hal sebagai berikut: 

• Uraian konsep hukum, doktrin ataupun teori 
yang terkait dengan masalah yang dianalisis, 
dan/atau rumus-rumus statistik jika penelitian 
adalah empiris; 

• Temuan penelitian berupa data sekunder 
dan/atau data primer; dan 

• Analisis terhadap data sekunder dan/atau data 
primer berdasarkan konsep hukum, doktrin 
ataupun teori yang dikemukakan sebelumnya, 
dan/atau menggunakan rumus-rumus statistik 
jika penelitiannya adalah empiris. 



Hal-hal yang perlu diperhatian dalam analisis 
hasil penelitian: 

Jenis penelitian hukum yang digunakan sangat menentukan sifat 
analisisnya: 
 

• Apabila sasaran dalam penelitian menguji kualitas substansi 
norma hukum, maka analisisnya bersifat kualitatif artinya 
rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-
pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan 
norma hukum itu sendiri. 

• Apabila sasaran dalam penelitian untuk menguji efektifitas 
penerapan norma hukum dalam masyarakat atau respon 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka analisis 
pembenarannya dilihat dari data empiris yang diklasifikasikan 
dalam bentuk jumlah (angka), dan sifat analisisnya adalah 
kuantitatif, maksudnya akurasi pembenarannya melalui kajian 
(metode) statistik. 



Penelitian hukum empiris memuat cara-cara analisis 
seperti korelasi antara satu variable dengan variable 
yang lain. Data tersebut diedit kemudian 
diklarifikasikan dan ditampilkan dalam tabel dan 
dianalisis dengan menggunakan teknik statistik dan 
pada akhirnya dapat menjawab hipotesis yang sudah 
dirumuskan (menerima atau menolak).  
 
Penelitian hukum normatif, analisisnya bersifat 
pembenaran kualitatif, bahan yang diperoleh 
dipisahkan menurut kategori masing-masing dan 
diberi tafsiran secara abstraktif guna menjawab 
permasalahan yang sudah dirumuskan. 



Simpulan dan Saran 

Simpulan dari penelitian merupakan intisari dan 
jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah 
yang dikongkritkan dalam tujuan penelitian, dan oleh 
sebab itu rumusan kesimpulan tidak lazim mengutip 
pendapat dalam bentuk apapun selain merupakan 
pemikiran dari penulis itu sendiri. 
 
Saran merupakan rekomendasi dari penulis dalam 
rangka solusi/penyelesaian masalah yang ada dalam 
penelitian, dan idealnya saran merujuk pada 
kesimpulan. 



Penulisan Daftar 
Pustaka 

Penulisan daftar pustaka lihat gaya 
yang digunakan 



Beberapa Gaya Penulisan: 
(Lihat Agus Haris Purnama Alam) 

 The Chicago Manual Style (CMS)-Turabian, 
 The Council of Biological Science biasa disebut the 

Council of Biology Editor (CBE), 
 The American Medical Association (AMA), 
 The American Psychological Association (APA), 
 The American Sociological Association (ASA), dan 
 The Modern Language Association (MLA). 
 Format Author-Date-Page (ADP/penulis-tanggal-

halaman) dari Profesor Azahari 
 



The Chicago Manual Style (CMS)-Turabian 

 Merupakan panduan penulisan laporan ilmiah yang selanjutnya disebut 
Format Chicago, format penulisan ini sama dengan format dan gaya 
penulisan yang ditulis oleh Kate L Turabian.  

 Ciri khas yang mudah dilihat adalah adanya penempatan nomor pada 
bagian akhir kutipan dan catatan-kakai (footnotes) pada bagian bawah 
halaman yang memuat kutipan. Setiap akhir bab akan ditempatkan 
seluruh daftar referensi dalam bab itu dalam End notes. 

 Cara penulisan foot notes dan end notes CMS: 
 Nama Penulis, Judul Buku, edisi. (penerjemah. Nama 
 Penerjemah) (Kota Penerbit, Penerbit, Tahun Terbitan),  halaman. 
 Contoh: 
 Gary King, Unifying Political Methodology (New York: Cambridge 
University Press, 1989), 123. 

 



Lanjutan... 

 Dalam bagian penulisan seluruh referensi, format dan gaya CMS-
Turabian mencantumkan Daftar Pustaka (bibliography) 

 Cara penulisan daftar pustaka CMS: 
 Nama Belakang, Nama Depan Tengah.  Judul Buku, Kota 
 Penerbit: Penerbit, Tahun. 
 
 Contoh: 
King, Gary. Unifying Political Methodology, New York: Cambridge 
 University Press, 1989. 

 
 



The Council of Biological Science (The 
Council of Biology Editor/CBE) 

 Dalam kutipan, mencantumkan nomor superscript, dan dicantumkan 
dalam foot note atau end note: 

 Contoh Buku cetakan 
 Dalam teks 
 “hukum dagang adalah hukum yang terletak dalam lapangan 
hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.”1 
 

Foot note atau End note. 
 1 H.M.N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 
Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua Belas. Jakarta: 
Djambatan. 1999, 5. 
 Pencantuman dalam Daftar Pustaka (Bibliografi) 
Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan 
 Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua Belas. Jakarta: 
 Djambatan; 1999. 



The American Medical Association (AMA) 

 Dalam kutipan, mencantumkan nomor superscript, dan dicantumkan dalam 
foot note atau end note: 

 Contoh Buku cetakan 
 Dalam teks 
 “hukum dagang adalah hukum yang terletak dalam lapangan  hukum 
perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.”1[p.5] 

 
 Foot note atau End note. 
 1 H.M.N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan 
Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua Belas. Jakarta, Djambatan; 1999. 
 
 Daftar Pustaka (Bibliografi): 
Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan 
 Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua Belas. Jakarta, Djambatan; 
 1999. 
 



The American Psychological Association 
(APA) 

 Penulisan dalam teks secara langsung (parenthetical system). Contoh 
pencantuman nama di dalam kalimat pengantar: 

 Menurut pendapat Purwosutjipto (1999), “hukum dagang adalah 
hukum yang terletak dalam lapangan hukum  perikatan, yang khusus 
timbul dari lapangan perusahaan.” (p.5). 
 
 Setelah isi kutipan: 
 “Hukum dagang adalah hukum yang terletak dalam  lapangan 
hukum perikatan, yang khusus timbul dari  lapangan perusahaan.” 
(Purwosutjipto, 1999 p. 5). 
 
 Daftar Pustaka (Bibliografi) 
Purwosutjipto, H.M.N. (1999) Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 
 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua  Belas. 
 Jakarta: Djambatan. 



The American Sociological Association 
(ASA) 

 Penulisan dalam teks secara langsung (parenthetical system). Contoh 
pencantuman nama di dalam kalimat pengantar: 

 Menurut pendapat Purwosutjipto (1999: 5), “Hukum dagang 
adalah hukum yang terletak dalam lapangan hukum perikatan, yang 
khusus timbul dari lapangan perusahaan.” 
 
 Setelah isi kutipan: 
  “Hukum dagang adalah hukum yang terletak dalam  lapangan 
hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.” 
(Purwosutjipto 1999: 5). 
 
 Daftar Pustaka (Bibliografi) 
Purwosutjipto, H.M.N. 1999. Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 
 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua Belas. 
 Jakarta: Djambatan. 
 



The Modern Language Association (MLA) 

 Penulisan dalam teks secara langsung (parenthetical system). Contoh 
pencantuman nama di dalam kalimat pengantar: 

 Menurut pendapat Purwosutjipto, “Hukum dagang adalah hukum 
yang terletak dalam lapangan hukum perikatan,  yang khusus timbul dari 
lapangan perusahaan.” (5). 
 
 Setelah isi kutipan: 
 “Hukum dagang adalah hukum yang terletak dalam lapangan hukum 
perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.” (Purwosutjipto 5) 
 
 Daftar Pustaka (Bibliografi) 
Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 
 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua Belas. 
 Jakarta: Djambatan, 1999. 
 
 



Format ADP dari Profesor Azahari 
 Penulisan dalam teks secara langsung (parenthetical system). Contoh 

pencantuman nama di dalam kalimat pengantar: 
 Menurut pendapat Purwosutjipto (1999: 5), “Hukum dagang adalah 
hukum yang terletak dalam lapangan hukum perikatan, yang khusus timbul 
dari lapangan perusahaan.” 
 
 Setelah isi kutipan: 
  “Hukum dagang adalah hukum yang terletak dalam lapangan hukum 
perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.” (Purwosutjipto, 
1999: 5). 
 
 Daftar Pustaka 
Purwosutjipto, H.M.N. 1999. Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 
 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Cetakan Kedua Belas. 
 Jakarta: Djambatan. 
 



CONTOH DAFTAR PUSTAKA 
GAYA ASA 
Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam penulisan daftar pustaka: 
Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier 
yang dimuat dalam daftar pustaka, hanya 
yang ada dikutip dalam isi naskah. 

Ditulis dengan jarak 1 spasi. 
Baris pertama dimulai sejajar dari batas pinggir 

kiri, sedangkan pada baris kedua menjorok 
ke dalam sebanyak 7 ketukan (1 tab). 



Penulisan daftar pustaka berupa 
buku: 
Nama Penulis. Tahun Penerbitan. Judul 
Buku. Edisi. Cetakan. Kota Penerbitan: 
Penerbit. 
 
 

Edisi dan cetakan dibuat, apabila dalam buku 
yang dikutip memang ada dicantumkan edisi 

dan cetakannya 
 



Contoh penulisan daftar pustaka berupa buku: 

Adrian Sutedi. 2008. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam 
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar 
Grafika. 

Karim, Shafiel. 2010. The Islamic Moral Economy: A Study of Islamic Money and 
Financial Instruments, Florida: Brown Walker Press.  

Muhammad Bakri. 2007. Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru 
untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta. Citra Media. 

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2011. Pencabutan Hak,  
Pembebasan dan Pengadaan Tanah. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar 
Maju. 

Riyadi, Supriady, dan Deddy Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). 
Jakarta: Gramedia Pustaka. 

Simanjuntak, Payman J. 2011. Manejemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: 
Lembaga Penerbit FEUI. 

Sumitro, W. 2004. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. 
Jakarta: Raja Grafindo. 

 



Apabila buku ditulis oleh 5 orang penulis atau lebih, maka yang ditulis cukup 
nama penulis pertama, misalnya: 

 
Irmayanti Meliono, et al. 2010. Logika, Filsafat, dan Pancasila. Jakarta: 

Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 
 

 
Apabila mengutip dari beberapa buku dari penulis yang sama, maka diurut 
dari terbitan yang terbaru, dan pada urutan berikut tidak perlu dibuat nama 
penulis, tetapi cukup diganti dengan garis putus-putus, misalnya: 
 
Barda Nawawi Arief. 2003. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya 
Bakti. 

----------. 2000. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan 
dengan Pidana Penjara, Cetakan Ketiga, Semarang: Badan Penerbit 
UNDIP. 

----------. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum 
Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

 
 



Apabila ada editor pada buku yang dikutip:  
Friedman, Howard, S., ed. 1990. Personality and Disease. New 

York: Wiley. 

Hedberg. 1982. “Organizations Leam and Unleam.” Pp. 3-27 in 
Handbook of Organizational Design, edited by P.C. 
Nystrom and W.H. Starbuck. New York: Oxford University 
Press. 

 

Perhatikan: Pada buku pertama penulisnya tunggal yaitu hanya 
Friedman, sedangkan Howard adalah editor buku. 

  Pada buku kedua penulisnya lebih dari satu orang 
(seperti dalam buku dalam bentuk Bunga Rampai), 
sedangkan Hedberg hanya bagian dari penulis. 
Nystrom and W.H. Starbuck adalah editor buku 
tersebut. Oleh sebab itu, judul tulisan Hedberg dibuat 
di antara dua tanda petik (“…….”) dengan penyebutan 
halaman, sedangkan judul buku dicetak miring. 



Buku online: 
Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian 

Ilmu Hukum. Diakses tanggal 18 Januari 2016 
(http://www.bedfordbooks.com). 

Buku terjemahan: 
Robins, Richard H. 2006. Cultural Anthropology. 

Terj. Bambang Kusno, Jakarta: Gramedia. 



Laporan Penelitian, Jurnal, dan Makalah: 

Alvian Solar. 2012. “Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak 
Pidana Ringan”, hlm. 26-40. Jurnal Lex Crimen, Vol. I. No. 1. 
Januari-Maret 2012, Manado: Fakultas Hukum Universitas 
Sam Ratulangi. 

Hendra Eka Saputra. 2012. “Upaya Penyelesaian Sengketa yang 
Berkaitan dengan Tindak Pidana dan Aturan-aturan yang 
Ditetapkan oleh Masyarakat Hukum Adat”. Tesis. Jakarta: 
Program Pascasarja Universitas Indonesia. 

Budi Satria. 2015. “Penyelesaian Kecelakaan Lalulintas dengan 
Hukum Adat Batak”. Laporan Penelitian, Medan: LPPM 
UMSU. 

Tengku Erwinsyahbana. “Teknik Penulisan Artikel pada Jurnal 
Ilmiah”. Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Tata Cara 
Penulisan Jurnal Ilmiah bagi Mahasiswa pada tanggal 15 
Pebruari 2016. Medan: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara. 



Artikel pada Majalah dan Koran: 

Ali Musthopa. 2000. “Keadilan yang Semu.” 
Forum Keadilan, Maret, hlm. 41-50. 

Anto Sentono. 2010. “Hukuman Mati.” Harian 
Analisa. 29 Desember, hlm. 15-16. 

 
Jika penulis tidak diketahui: 
Harian Kompas. 2015. “Hukum Masih Sebatas 

Angan-angan.” Harian Kompas, 30 
Januari, hlm. 5. 

 



Website: 

Zul Baihaki. 2014. “Nelayan Indonesia Harus Berdaulat di Negeri 
Maritimnya Sendiri.” diakses 18 Desember 2015 
(http://persma.com). 

 
 
Jika penulis tidak diketahui: 
 

Anonim. 2013. “Profesionalisme Polisi Republik Indonesia di Mata 
Masyarakat sebagai Profesi Hukum”, diakses 2 November 
2015. (https://mardalli.wordpress.com). 

 
Perhatikan: Bahan yang dikutip dari internet (website), dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 
 Apabila ada sumber asli dari buku, maka yang dirujuk 

adalah sumber asli, bukan yang dikutip orang lain yang 
ada pada internet (website). 

 

http://persma.com/
https://mardalli.wordpress.com/
https://mardalli.wordpress.com/
https://mardalli.wordpress.com/
https://mardalli.wordpress.com/
https://mardalli.wordpress.com/
https://mardalli.wordpress.com/
https://mardalli.wordpress.com/


Peraturan perundang-undangan: 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik 
Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan 
dan Jumlah Denda dalam KUHP. 



BEBERAPA HAL YG PERLU 
DIPERHATIKAN DLM PENULISAN 

(Alm. Prof. Koesnadi Hardjasoemantri) 

1. Nama undang2 ditulis lengkap sesuai dgn judulnya, (baru selanjutnya 
disingkat). Contoh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (UUPD). 

2. Penulisan pasal, contoh Pasal 5 ayat (1). Huruf P besar, serta angka 
ayat di antara tanda kurung. Mengingat Pasal 1 umumnya merupakan 
pasal berisikan pengertian, maka pasal tersebut tidak mempunyai 
“ayat” akan tetapi “butir”. Contoh Pasal 1 butir 3 UUPD. 

3. Peraturan perundangan, seharusnya; peraturan perundang-undangan. 
4. Penulisan “di” digabung apabila merupakan awalan kata kerja, seperti 

“diatasi”, namun dipisah apabila menunjukkan kata tempat, seperti “di 
atas”. 

5. Penulisan kata majemuk “aneka ragam” dilepas/dipisah, akan tetapi 
“keanekaragaman” digabung, karena ada awalan “ke” dan akhiran “an”. 
 

 



Lanjutan... 
6. Kata “analisa” seharusnya “analisis”, karena yang diambil dalam 

transformasi ke dalam bahasa Indonesia adalah pengucapannya dalam 
bahasa Inggris; analysis, bukan bahasa Belanda; analyse. 

7. Penulisan “...ir” seperti “diinventarisir” dari kata Belanda “inventariseren” 
diganti menjadi “diinventarisasi” dari kata Inggris “inventarization”. 
Demikian pula dengan proklamir menjadi proklamasi, introdusir menjadi 
introduksi, eksploitir menjadi eksploitasi dan sebagainya. 

8. Penulisan “kwalitas”, menjadi “kualitas”, karena tidak boleh ada dua 
huruf mati berurutan, dengan beberapa pengecualian, di antaranya kata 
“sanksi” tidak boleh “sangsi”, yang mempunyai pengertian lain. 

9. Penulisan “resiko” menjadi “risiko”, “tehnik” menjadi “teknik”, “azas” 
menjadi “asas”. 

10. Penulisan “efektip, produktip, negatip”, huruf “p”nya diganti dengan 
huruf “f”, menjadi “efektif, produktif, negatif” karena bangsa Indonesia 
mengenal dan dapat mengucapkan huruf “f”. 

11. Kata “aktif” memakai huruf “f”, akan tetapi apabila berubah menjadi 
“aktivitas” huruf “f” berubah menjadi huruf “v”. 



Lanjutan... 
12. Kata “peruntukan” ditulis dengan satu “k”, yaitu awalan pe dan akhiran 

an, akan tetapi kata “diperuntukkan” ditulis dengan dua “k”, karena di 
sini dengan awalan di dan akhiran kan. 

13. Kata “data-data” adalah keliru, karena “data” adalah jamak dari kata 
“datum” yang tunggal. 

14. Kata “yang mana, di mana” perlu diganti, seperti “berdasarkan”. 
15. Perlu diperhatikan bentuk kalimat aktif dengan menggunakan kata kerja 

dengan awalan “me” serta kalimat pasif dengan menggunakan awalan 
“di”, seperti “Dalam Pasal 5 dinyatakan ...” dan “Pasal 5 menyatakan ...”, 
jadi bukan “Dalam Pasal 5 menyatakan ...”. 

16. Penulisan “nonhayati” digabung karena kata “non” tidak berdiri sendiri. 
17. Dalam karya ilmiah dihindari kata seperti “tidak karuan, seenaknya” 

yang digunakan sebagai ungkapan sehari-hari. 
18. Penggunaan kata “adalah merupakan” perlu dipilih satu, karena kedua-

duanya adalah predikat (bagian kalimat yang menandai apa yang 
dikatakan oleh pembicara tentang subjek). 

19. Gelar tidak digunakan dalam naskah maupun dalam daftar pustaka. 
Hanya dapat digunakan dalam ucapan terima kasih. 



Lanjutan... 
20. Penulisan referensi dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem 

catatan kaki (footnote) atau dimasukkan dalam teks di belakang kutipan 
(bodynote), nama penulis, tahun penerbitan, halaman. 

21. Penomoran dapat dilakukan dengan sistem digital atau penggunaan 
huruf dan angka dengan urutan: I, A., 1., a., 1), a), (1), dan (a). 

22. Hindari kata seperti “sangat perlu sekali” yang bersifat berlebihan 
(hiperbola). 

23. Kata “konsepsional” adalah dari kata Belanda “conceptioneel”, 
sebagaimana juga kata “konsepsi” dari kata Belanda “conceptie”. Lebih 
tepat menggunakan kata “konseptual” dari kata Inggris “conceptual”, 
sebagaimana juga kata “konsep” dari kata Inggris “concept”. 

24. Penggunaan bentuk jamak “saran-saran” tidak perlu, karena “saran” 
mengandung makna tunggal maupun jamak. 

25. Penggunaan tanda baca, seperti “-” dan tanda baca lainnya, kecuali 
huruf dan angka tidak boleh digunakan untuk penomoran. 

26. Kata “sedangkan, sehingga, dan” tidak dapat digunakan sebagai awal 
kalimat, karena merupakan kata penghubung. 
 



Lanjutan... 
27. Penggunaan kata “saya, kami, kita” dalam penulisan karya ilmiah 

sejauh mungkin dihindarkan, diganti dengan “penulis”, “peneliti” atau 
digunakan kalimat pasif (awalan di). 

28. Sub-judul tidak boleh ditulis di bagian bawah halaman, akan tetapi 
harus dipindahkan ke halaman berikutnya. 

29. Kata “daripada” hanya digunakan apabila ada tandingannya, tidak boleh 
untuk menyatakan kepunyaan. 

30. Tidak perlu memulai kalimat dengan kata “bahwa”, yang hanya dipakai 
sebagai permulaan konsiderans. 

31. Antara sumber kutipan dalam naskah dan daftar pustaka, harus ada 
hubungan timbal balik; yang ada dalam daftar pustaka dapat ditemukan 
sebagai sumber dalam naskah dan yang dikutip dalam naskah terdapat 
sumbernya dalam daftar pustaka. 

32. Guna memperoleh kalimat lengkap, perlu senantiasa diadakan “analisis 
kalimat”, yang berarti bahwa perlu dalam bentuk pikiran diadakan 
penyederhanaan kalimat, agar terlihat dengan jelas apa yang menjadi 
predikat dan apa yang menjadi subyek. 



Lanjutan... 
33. Perlu dihindari pembuatan kalimat yang penjang-panjang, sehingga 

menjadi tidak jelas makna kalimat karena mengandung berbagai pikiran 
menjadi satu. Seyogyanya satu pokok pikiran dituangkan dalam satu 
kalimat. 

34. Penempatan tanda baca selalu “menempel” pada huruf atau angka, 
tidak berdiri sendiri, seperti “(ekolabel)”, tidak boleh ditulis dengan spasi 
seperti “( ekolabel )”, atau “tahun 2014.” tidak boleh ditulis dengan spasi 
“tahun 2014 .”. Dengan demikian dihindarkan adanya tanda baca yang 
pindah ke baris berikutnya, terlepas dari kata atau angka sebelumnya. 
Sebaliknya, penggunaan tanda baca, selalu diikuti dengan spasi, seperti 
setelah titik, koma, kurung tutup, dan sebagainya. 

35. Mengingat program komputer pada umumnya adalah program bahasa 
Inggris, maka perlu diperhatikan pemenggalan kata bahasa Indonesia 
yang tidak dikenal oleh program komputer. Caranya adalah dengan 
menggeser kata kedua, kata ketiga dan seterusnya dari baris yang 
mengandung kesalahan pemenggalan sampai diperoleh pemenggalan 
yang benar menurut bahasa Indonesia. Atau dalam pemenggalan 
perhatikan kata dasar, seperti kata “penghapus” maka kata dasarnya 
adalah “hapus” jadi dapat dipenggal “peng” dan “hapus” 



PENCARIAN REFERENSI 
DALAM PENULISAN 

JURNAL ILMIAH 
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